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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan dalam ekonomi, terutama 

melalui era ekonomi digital. Platform e-commerce seperti Shopee mengalami 

peningkatan pesat dengan praktik jual beli online. Program afiliasi Shopee 

menawarkan peluang bisnis bagi afiliator yang dapat mempromosikan produk 

Shopee dan mendapatkan komisi dari penjualan. Namun, perjanjian kemitraan 

antara Shopee dan afiliator menimbulkan polemik terkait perlindungan hak 

afiliator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian isi 

pada kontrak program afiliasi Shopee dengan format perjanjian baku menurut 

hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana keseimbangan antara 

hak dan kewajiban afilliator Shopee dalam kontrak pelaksanaan program Afiliasi 

Shopee sebagai cerminan dari perlindungan hukumnya.Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan masalah dan pendekatan deskriptif-analisis untuk 

menghubungkan peraturan hukum dengan teori dan praktek hukum positif terkait. 

Pengumpulan data melibatkan sumber data sekunder seperti literatur, penelitian 

terkait, dan pendapat ahli menggunakan model studi kepustakaan. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan logika dan penalaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kontrak program afiliasi Shopee tidak sesuai 

dengan format perjanjian baku yang berlaku di Indonesia dan perlu 

menyeimbangkan hak dan kewajiban afiliator. Perlindungan hukum preventif dan 

represif diperlukan untuk afiliator. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa kontrak program afiliasi. Shopee tidak sesuai dengan format perjanjian baku 

yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian yang diadakan antara 

Shopee dan mitra afiliasi masih mengandung beberapa klausula baku yang tidak 

sesuai dengan asas keseimbangan berkontrak. Terdapat dua jenis perlindungan 

hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif bagi Afiliator. 
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